KEPUTUSAN MENTER] AGAMA REPUE LIK INDONESIA
NOMOI fj TAHUN 2015

! TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAI PENGIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA AL-HIDAYAH

MENTERI AGAMA REPULLIK INDONESIA

a. bahwa dalam rangka meringhatka ) akses penvidikan Madrasah yang  bermuty Perlu
memberikan kesempatan meosyarakat nelalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan,

b. bahwe Madrasuh yang tercantum dibawah ini  telah memenuhi persyaratan
administratife, teknis dan kelay okan yang teinh ditetapkan. !

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nuruf a dan b di aums,
perlu menetaphan Kepitusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian ijin
operasional pendbh 1 “sdfsafiisidiyah Swasta Al-Hidayah

l. Undang — undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lcmbaran
Negarn Republix Indimsesp Tahun 2003 Nomor 78, mmbahan lLembaran Negarma
Republik Indonesia Nomo: 4301 |

2. Undang-undang nomor 14 whun 2005 weomng guru dan dosen ( lembaran Negara |
Republik Indoresic Tahun 2005 nomor 157 tambahan lemberan Negara Republik
Indonesia Nomor 4586 )

3. Peraturan pemeriniah Nomor 19 Tahun 2005 tentang stapdar nasional Pendidikan (
Lembaga Negars Republik Indonesin Tahun 2005 Nomor 41, Tamhbshan Lembaran
Negara Republik Ind mesia Nomor 4496) sebagaimana telah diobah dengan Persturan

: Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubshan atas Peraturan Pemerintah Nomor

; 19 Tahun 2005 ‘sntanp Standar Nasionai Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indcnesia Tahun 2013 Nemor 71, Tambshan Lembaran Negara hepublix Indonesia
Nomor 5410);
3 A, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone: ia Nomor 4863); S

< Peraturen Pemerintah Nomor 4% Tuhan 2008 tentang pendanawmn Pendidikan (Lembaran

Negara Republik indonesia Tatun 2003 Nomor 91, Tambahau Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 48°4);

6. Peraturan Pemerintal Nomcr 74 Tabun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tumbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
k 4 Nomor 4941),
"3 7. Peraturan Nomor 17 Tahun 201U tertang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negarz Kepublik Indimesia Tshug 201¢ Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indouesia Nomor $150) scbagaimana telah diubah cengan Peraturan/ -
5 3 Panerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pemerintah o0
17 Tahun 201C tentar.g pengolzhan dan V'en) clenggaraan pendidikan (Lembaran Negara "~
) - Republik Indonesia Tahun 2610 Non or 112, Tanibahan Lembaran Negara Rept i
] Indonesia Nomor 5157); y
3. Peraturen Menteri Pend.dikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Swndar Sarana
Pransarana !/ntuk Sekolah Dasar / Madrasah Tbtidaiysh, Sckolah  Menn
: Pexiama/Madrasah Vsa.awiyah, dan Sckolah Mener.gah
: o 9: Peraturan Meoteri Pend dikan Nasional Nomor 15 Tebun 2010
- Pelzyanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kot sebagaimana telah
i Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 te
atas Peraturan s'zrteri Pendidikan Nasional Nemor 15 Taiun 2010
Pelayanan Minimal Pendicikan di Kabupaten Fota,
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-08484.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIDAYAH DOLOK PARMONANGAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

=¥ Mernmbang a Rahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURCAHAYA BATUBARA, SH., M.KN
sesual Akta Nomor 32 Tanggal 29 October 2014 tentang Pengesahan Badan
. Hukum Yayasan MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIDAYAH DOLOK PARMONANGAN
-' tangyal 02 November 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014110212100024
Ly o telah sesual dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan,
= ' b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan keputusan Menterl Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Pengesahan Badan Hukum Yayasan MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIDAYAH DOLOK

MEMUTUSKAN:

vl Akta Nomor 32 Tanggal 26
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